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Kata Pengantar

Selamat datang dalam lembaran hukum yang membuka
cakrawala keberadaban masyarakat Indonesia. Buku ini,
berjudul "Hukum Perdata Indonesia (Teori dan
Implementasi)" mengajak pembaca untuk menjelajahi
kerangka hukum yang mengatur hubungan perdata di
tengah dinamika kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum
perdata menjadi landasan utama dalam menyelesaikan
perselisihan antara individu, keluarga, dan entitas hukum
lainnya, memberikan dasar bagi terciptanya keadilan dan
ketertiban.
Dengan bahasan yang terstruktur, buku ini menguraikan
konsep-konsep mendasar hukum perdata Indonesia, mulai
dari sumber hukum, subjek dan objek hukum, perjanjian,
hingga aspek-aspek penting seperti tanggung jawab hukum,
kepailitan, dan pewarisan. Pembaca akan diantar untuk
memahami prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar
dalam mengelola hak dan kewajiban dalam konteks perdata.
Kami berharap, buku ini bukan hanya menjadi sumber
referensi bagi mahasiswa dan praktisi hukum, namun juga
menjadi panduan yang bermanfaat bagi masyarakat umum
yang ingin memahami hak-hak dan kewajiban mereka
dalam lingkup hukum perdata. Terima kasih telah memilih
buku ini sebagai teman perjalanan Anda dalam memahami
dan mengaplikasikan hukum perdata Indonesia. Selamat
menikmati pembacaan yang mendalam dan penuh makna
ini.

Medan, September 2023

Penulis
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BAB 1 SEJARAH HUKUM
PERDATA

Pendahuluan

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur
hubungan antar individu dan berfungsi untuk melindungi
kepentingan mereka. KUH Perdata terdiri dari empat buku
yang masing-masing mempunyai fokus tertentu. Buku I tentang
perseorangan (van Perrsonen) dan mencakup Pasal 1 sampai
dengan 498. Buku II tentang benda (van Zaken) dan mencakup
Pasal 499 sampai 1232. Buku III tentang perikatan (van
Verbintenissen) dan mencakup Pasal 1233 sampai 1864. Buku
IV berkaitan dengan pembuktian dan daluwarsa (van Bewijs en
Verjaring) dan mencakup Pasal 1865 hingga 1993. Para ahli
hukum membagi hukum perdata menjadi empat kategori
berbeda: hukum perseorangan (personenrecht), hukum



keluarga (Familierecht), hukum harta benda (Vermogenrecht),
dan hukum waris (Erfrecht) (Tan Kamello, 2011:11).

Penerapan hukum perdata di Indonesia erat kaitannya
dengan pengaruh faksi politik liberal di Belanda yang berupaya
melakukan perubahan besar terhadap sistem hukum kolonial.
Kebijakan ini disebut de bewiste rechtspolitiek. Kodifikasi
hukum perdata Belanda yang Dberlandaskan konsep
konkordansi menjadi model kodifikasi hukum perdata Eropa di
Indonesia. Pengesahan kodifikasi Hukum Perdata tersebut
dituangkan dalam Koninklijk Besuit pada tanggal 10 April 1838
dengan Staatsblad 1838 Nomor 12, dan resmi diberlakukan
mulai tanggal 1 Oktober 1838. Selain itu, Gubernur Jenderal
Hindia Belanda mengumumkan pada tanggal 3 Desember, 1847
bahwa B.W mulai berlaku di Indonesia mulai tanggal 1 Mei
1848 sebagaimana tercantum dalam terbitan P.N.H.
Simanjuntak tahun 2014 (hlm. 5).

Sejarah dan berlakunya KUHPerdata di Indonesia

Akar hukum perdata di Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari sejarah penjajahan Belanda di nusantara dan
perkembangan hukum perdata di Eropa. Tercatat pada tahun
1804, lahirlah hukum perdata yang dikenal dengan Code Civil
de Francais yang biasa disebut oleh orang Eropa dengan Code
Napoleon.

Belanda tunduk pada kekuasaan Prancis hingga tahun
1811. Pada masa ini, Raja Lodewijk Napoleon dari Prancis
memperkenalkan seperangkat undang-undang baru Wetboek
Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad, yang isinya
mirip dengan Code Civil de Francais. Menyusul berakhirnya
kekuasaan Perancis, pemerintah Belanda secara resmi
menerapkan Code Napoleon dan Code Civil de Francais sebagai



peraturan  hukumnya. Undang-undang ini kemudian
dikonsolidasikan pada tahun 1814 ke dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata atau dikenal dengan KUHPerdata
dalam bahasa Belanda.

Hukum perdata yang sekarang digunakan di Indonesia
telah ditetapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan
kini diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Asas ini
mengatur bahwa ketentuan hukum di wilayah jajahan Hindia
Belanda harus sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di
Belanda (Salim H.S, 2002: 12).

Hukum Perdata Belanda awalnya ditulis oleh sebuah
komite yang didirikan pada tahun 1814, dengan J.M. Kemper
(1776-1824) sebagai ketuanya. Pada tahun 1816, Kemper
menyerahkan rencana kode hukumnya, yang diberi nama
Ontwerp Kemper, kepada pemerintah Belanda. Namun,
rencana tersebut mendapat tantangan besar dari anggota
parlemen Belgia, P. Th. Nikolai, yang juga menjabat sebagai
Presiden Pengadilan Belgia pada saat itu. Setelah kematian
Kemper pada tahun 1824, Nicolai diberi tanggung jawab untuk
mempersiapkan kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum
Perdata. Meskipun undang-undang tersebut pada awalnya
didasarkan pada hukum adat dan hukum kuno, undang-undang
tersebut mulai banyak memanfaatkan hukum perdata Perancis
selama perkembangannya. “KUH Perdata juga memuat unsur
hukum Romawi, khususnya Corpus Civilis Justianus. Dengan
demikian, hukum perdata Belanda merupakan gabungan antara
hukum adat dan hukum kuno Belanda, serta KUH Perdata
Perancis (Salim H.S, 20002:12).

Kodifikasi hukum perdata Belanda didirikan pada tahun
1838 dengan memuat beberapa ketentuan. Hal ini
menyebabkan berlakunya Stb. 1838. Selanjutnya, sepuluh tahun
kemudian, tepatnya pada tahun 1848, diterapkan kodifikasi



hukum perdata Belanda di Indonesia dengan Stb. 1848. Dengan
demikian, hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia
sejak saat itu, diberlakukan terhadap orang Eropa dan individu
dengan status serupa (Salim H.S, 20002:12).

Sumber utama hukum perdata di Indonesia adalah
KUHPdt/KUHS yang  disingkat KUHPerdata.  Versi
KUHPdAt/KUHS di Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari
Burgerlijk Wetboek (BW), yaitu KUH Perdata yang saat ini
berlaku di Belanda. Indonesia  menganut  asas
konkordansi/harmoni, yaitu asas kesetaraan dalam penerapan
hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 131 ayat (2) IS yang
mengamanatkan bahwa hukum Belanda harus ditaati sebagai
contoh bagi kelompok bangsa Belanda. (Komaria, 2002:11).

Sistem hukum di Belanda diatur oleh Burgerlijk Wetboek
(BW), yang pada dasarnya didasarkan pada hukum perdata
Perancis, khususnya Kode Napoleon. KUH Perdata yang
merupakan bagian dari KUHAP Napoleon dibuat dengan
memasukkan teks-teks Perancis tentang hukum Romawi dari
Corpus Juris Civilis, yang dianggap sebagai hukum paling halus
pada periode itu. Selain itu, Kitab Undang-undang ini memuat
unsur-unsur hukum kanonik, yaitu hukum agama Katolik, dan
hukum adat yang unik di wilayah tersebut (Komaria, 2002:11).

Sistem hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana/KUHS yang ditetapkan berdasarkan
Stb Nomor 23 Tahun 1847 dan mulai berlaku pada tanggal 1
Mei 1848. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masih
berlaku sampai sekarang belum mengalami perubahan sejak
ditetapkan. lahirnya. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan
UUD 1945, semua lembaga pemerintahan dan peraturan
perundang-undangan yang ada saat ini tetap berlaku sampai
terbentuknya lembaga baru sesuai dengan UUD 1945
(Komariah, 2002: 11).



BAB 2 KEADAAN HUKUM
PERDATA SETELAH MERDEKA

Pendahuluan

Sumber hukum perdata di Indonesia terutama
didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) yang disusun pada zaman kolonial Hindia-
Belanda dan kemudian mengalami beberapa perubahan dan
penyesuaian sejak itu. Hukum Perdata di Indonesia juga
dipengaruhi oleh kebiasaan (adat), ketentuan undang-undang
tertentu, dan putusan-putusan pengadilan yang telah
berlangsung.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, KUHPer
tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) yang
menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang
ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru

11



BAB 3 RUANG LINGKUP HUKUM
PERDATA

Pendahuluan

Hukum perdata pada dasarnya merupakan aturan yang
dilahirkan dengan tujuan mengatur hubungan diantara orang
atau kelompok orang dengan orang atau kelompok orang
lainnya (Sofwan, 1981). Pengaturan ini dibutuhkan dengan
tujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan
masyarakat. Keberadaan hukum perdata dibutuhkan dalam
rangka memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan
hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban antar anggota
masyakarat. Hukum perdata lahir sebagai jawaban atas
tuntutan kebutuhan manusia yang setiap waktu memiliki
potensi perselisihan dengan manusia lain, terutama terkait
dengan perikatan dan kewajiban yang timbul darinya.

Hukum perdata bisa berbentuk hukum tertulis maupun

23
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BAB 4 HUKUM PERKAWINAN

Pendahuluan

Pernikahan, sebagai suatu kebutuhan yang melekat pada
setiap manusia, tidak bisa dilepaskan dari falsafah hidup
manusia. Hal ini terutama berlaku di Indonesia, negara
berpenduduk mayoritas Muslim, yang agamanya menganjurkan
pemeluknya untuk menikah. Oleh karena itu, pemerintah
Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mengatur
mengenai perkawinan agar masyarakat Indonesia dapat
menjalankan lembaga tersebut secara diatur. Aturan tersebut
dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, khusus tentang
perkawinan.

Pernikahan merupakan bagian hakiki dari fitrah
manusia, karena merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Semua orang dewasa yang sehat dan sehat mental

35
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BAB 5 HUKUM KEKELUARGAAN

Pendahuluan

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum
yang membahas permasalahan hukum yang timbul dalam
hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengalami revisi
menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan. Hakikat perkawinan terletak pada
penyatuan dua individu, apapun jenis kelaminnya, dan
kepentingan kedua belah pihak harus diperlakukan sama
pentingnya. Tidak ada satu pihak pun yang boleh mendominasi
atau menjadi subordinat dari pihak lain. Dalam perkawinan,
kepentingan suami dan istri selaras dan menjadi kekuatan
pengikat yang mempersatukan mereka (Imron, 2016, p. 17).

Dalam rumah tangga terjalin rasa kesetaraan dan
persatuan. Tidak ada konsep subordinasi, diferensiasi, atau
kepemilikan langsung. Pernikahan, sebagai sebuah konsep,

55



BAB 6 HUKUM BENDA

Pendahuluan

Ungkapan "hukum benda" digunakan dalam konteks
hukum perdata untuk menggambarkan kumpulan aturan dan
prinsip yang menentukan status hukum properti dan benda
berwujud lainnya. Hak kebendaan, macam-macam hak
kebendaan, hak kebendaan menurut UUPA, dan proses
memperoleh dan mengalihkan hak kebendaan merupakan
pokok bahasan yang tercakup dalam hukum benda dalam
hukum perdata.

Hukum benda dalam hukum perdata melibatkan konsep-
konsep seperti kepemilikan, hak milik, pemindahan hak,
penjualan, sewa-menyewa, gadai, dan hak-hak lain terkait
dengan properti atau benda. Ini mencakup aturan dan prinsip
tentang bagaimana seseorang memperoleh, menggunakan, dan
melindungi hak atas properti, serta bagaimana hak-hak tersebut
bisa dipindahkan dari satu individu ke individu lain.

75
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BAB 7 HUKUM JAMINAN

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan
praktik pinjam meminjam uang karena seringkali diperlukan
untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Mereka
yang meminjamkan uang, disebut kreditor, memberikan dana
kepada peminjam, atau debitur, untuk tujuan atau kebutuhan
tertentu. Tujuan pemberian pinjaman tersebut adalah untuk
memberikan rasa aman bagi kreditur, yang khawatir debitur
akan gagal bayar atau mengingkari janjinya untuk membayar
kembali pinjamannya. Oleh karena itu diperlukan jaminan
pelunasan untuk menjamin terbayarnya utang debitur kepada
kreditur. Ketentuan hukum dibentuk wuntuk mengatur
perjanjian antara kreditur dan debitur, memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak
serta menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur

99
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BAB 8 HUKUM PERIKATAN

Pendahuluan

Hukum merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan
bernegara. Gagasan pembentukan institusi negara merupakan
wujud nyata kontrak sosial (Montesquieu) dan mekanisme
mengatasi kondisi bellum contra omnes (Thomas Hobbes) dan
homo homini lupus yang merupakan problem krusial dalam
kehidupan masyarakat (bersama). Ketika negara menjadi
institusi tempat orang dan kelompok orang menyerahkan
kepentingannya (mencegah conflict of interest), gagasan
tentang hukum/norma pun lahir sebagai langkah mencegah
adanya absolutisme negara sekaligus menjadi pedoman
tindakan orang perorang dan kelompok dalam kehidupan
bersama (berbangsa dan bernegara).

Utrecht menyebut hukum merupakan kumpulan
pedoman hidup yang memuat perintah dan larangan yang
berfungsi mengatur order dalam masyarakat yang harusnya

107
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BAB 9 HUKUM PERDATA ISLAM

Pendahuluan

“Hukum Islam” adalah ungkapan yang umum digunakan
di Indonesia dan diterjemahkan dari “Al-Fighi al-Islami” atau,
dalam beberapa konteks, “al-syri’ah al-Islami.” Para ahli hukum
Barat menggunakan istilah “hukum Islam” dalam wacananya.
Namun istilah “al-Islam al-law” tidak ditemukan dalam Al-
Qur’an dan al-Sunnah. Sebaliknya, digunakan kata “syariah”
yang mengarah pada perkembangan figh. Untuk lebih
memahami apa yang dimaksud dengan hukum Islam, terlebih
dahulu perlu dijelaskan pengertian syariah dan figih. Dalam Al-
Qur'an, istilah "syari'ah" dan definisinya dirujuk sebanyak lima
kali. Secara harafiah, istilah “syariah” berarti jalan menuju ke
sumber mata air atau tempat mengalirnya sungai. Namun
penggunaannya dalam Al-Qur'an umumnya diartikan sebagai
jalan jelas menuju kemenangan. Menurut terminologi ulama
ushul figh, syariat mengacu pada perintah Allah (khitab) yang

141



BAB 10 ANEKA PERJANJIAN

Pendahuluan

Perjanjian dalam KBBI ialah “persetujuan tertulis atau
dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-
masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam
persetujuan itu.” Kamus Hukum mendefinisikan perjanjian
sebagai “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih,
tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati
isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”

Pasal 1313 KUH Perdata, menyebutkan “Suatu
persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Pakar Hukum Perdata mengkritik definisi perjanjian dalam
hukum karena dianggap terlalu luas dan tidak lengkap.
Kekuranglengkapan terlihat karena hanya mencakup perjanjian
sepihak, sementara keluasan definisi ini terlihat dalam inklusi
hal-hal sebagaimana janji kawin. Ini terlibat dalam hukum
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Dalam buku ini, pembaca digjak untuk memahami lebih dalam
tentang hukum perdata Indonesia, suatu sistem hukum yang
menjadi pondasi utama dalam mengatur hubungan perdata di
tengah-tengah masyarakat yang dinamis. Buku ini tidak
hanya menyajikan konsep-konsep dasar, namun juga merinci
sumber-sumber hukum perdata, menjelaskan peran subjek
dan objek hukum, serta menguraikan peristiwa-peristiwa
hukum yang mendasari berbagai aspek kehidupan sehari-hari.
Melalui bahasan yang terstruktur, pembaca akan dibimbing
untuk  memahami perjanjian-perjanjian  yang mendasari
banyak transaksi dan kesepakatan dalam masyarakat. Selain
itu, aspek-aspek krusial seperti tanggung jawab hukum,
kepailitan, dan pewarisan juga dianalisis secara mendalam.
Buku ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa dan praktisi
hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin
memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam ranah
hukum perdata. Dengan penekanan pada penerapan hukum
dalam kehidupan sehari-hari, buku ini menjadi panduan yang
bermanfaat bagi setiap individu yang ingin menjelajahi dan
memahami hukum perdata Indonesia secara holistik. Dengan
gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, "Hukum
Perdata Indonesia (Teori dan Implementasi)" bukan sekadar
buku referensi, melainkan teman perjalanan yang membuka
pintu wawasan hukum bagi pembaca dari berbagai latar
belakang.
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